BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAJENE
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga atas kesalahan
usulan pergeseran anggaran sebagaimana telah di tampung dalam Peraturan Bupati Nomor
28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022
tentang Penjabaran APBD TA. 2022;

2. Bahwa untuk percepatan penyelesaian pembebasan lahan Jalan menuju Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dibutuhkan anggaran untuk pelaksanaan Appraisal TA.
2023;

3. Bahwa untuk mendorong tugas-tugas pimpinan dan anggota DPRD pada akhir Tahun
Anggaran 2023;

4. Bahwa untuk menyesuaikan belanja yang bersumber dana DAK Non Fisik-Dana Ketahanan
Pangan dan Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor
74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Majene Nomor 52);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Keenam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp. 944.971.788.997,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 934.535.405.462,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.320.952.000,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 936.856.357.462,00
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 932.385.405.462,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.426.383.535,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 942.811.788.997,00
Surplus/ (Defisit) Rp. (5.955.431.535,00)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp. 10.000.000,00
2) Betambah/(bekurang) Rp. 8.105.431.535,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 8.115.431.535,00
b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp. 2.160.000.000,00
2) Betambah/(bekurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.160.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 5.955.431.535,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00



Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Keenam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah Kabupaten Majene ini terdiri dari :

1. Lampiran I

2. Lampiran II :

Ringkasan Penjabaran Perubahan Keenam APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan Keenam APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 5
Peraturan Bupati Majene ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Majene
___pada tanggal, 12 Desember 2023
) P ABEPATI MAJENE,
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Diundangkan di Majene
Pada tanggal 13 Desember 2023
- SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE
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BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 29.



